/ TEAK Gygamnn KL /

—

PENGARUH KRISIS EKONOMI TERHADAP
JUMLAH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
EFEKTIF DI KANTOR PELAYANAN
PAJAK BANYUWANGI

LAPORAN TUGAS AKHIR PRAKTEK KERJA NYATA

Sl | WILK PERPuSTAKAAN |
-’.,{'.%h.&j UNIVER:: 1A - JEMBE [
g d 4

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Ahli Madya ( A.Md ) Perpajakan
Program Diploma Ill Perpajakan
pada
Fakultas limu Sosial dan limu Politik
Universitas Jember

Oleh :

- Andhung Pangestu TBhatara

NIM. 960903101133

Program Diploma Ill Perpajakan
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2000


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMUSOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAN DIPLOMA III PERPAJAKAN

. PENGESAHAN
NAMA : ANDHUNG PANGESTU BHATARA
NIM © 960903101133

PROUGRAM STUDI  : PERPAJAKAN /D 11l

JUDUL LAPORAN TUGAS AKHIR PRAKTEK KERJA NYATA
PENGARUH KRISIS EKONOMI TERHADAP JUMLAH
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADIEFEKTIF
DIKANTOR PELAYANAN PAJAK BANYUWANGI

Telah dipertahankan dihadapan sidang panitia penguji laporan tugas akhu Praktek
Flerja Nyaia Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan lmu Politik
Universitas Jember, pada :

Hari : Sabtu
Tanggal  : 26 Pebruari 2000
Jam : 15.00 WIB

dan telah dinyatakan lulus.

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Drs.Sutrisno, MSi.
NIP. 131 472 794

Mengesahkan
ge=llaqu Sozial dan Hmu Politik

W

ma#di Radi MA
#30 239 058


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah, yang telah melimpahkan
cinta Kasih, dan Anugrahnya schingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Prakick
Rerja Magang dengan judul "Pengaruh Krisis Ekonomi terhadap Jumlali Wajib Pajak
Orang Pribadi Efektif pada KPP Banyuwangi”. Laporan ini disusun untuk memenuhi
salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program
Diploma IIT Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial Dan [imu Politik, Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai
pihak, Laporan Praktek kerja Magang ini tidak mungkin terselesaikan. Oleh karena
itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. Bariman, selaku Dekan Fakultas Iimu Sosial Dan

Ilmu Politik, Universitas Jember.

)

Bapak Drs. Sasongko, Msi. selaku Ketua Jurusan Program Diploma 111

Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

3. Bapal: Drs. Djoko Purmnomo, Msi. Selaku Sckrefaris Jurusan Program
Diploma III Pecrpajakan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hmu Dolitik,
Universitas Jember.,

4. Bapak Drs. Matnur Haryono, selaku Dosen Pembimbing dailam

mengarahkan penulis, hingga terselesaikannya Laporan Praktek Keja

Magang ini.

Lh

Bapak Ashari, Sh. Selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi.

6. Bapak Ida Bagus Mantra, sclaku Kepala Scksi Tata Usaha KPP
Banyuwaugi, atas kerjasama dan bimbingannya.

7. Bapak Drs. Sukardi, selaku Kepala Seksi Tata Usaha Perpajakan pada
KPP Banyuwangi.

8. Bapak dan Ibu atas bimbinganya dan dorongan moril yang telah
diberikan dan selalu mendoakan keberhasilan dalam studi.

9. Jessica Anita yane  telah banyak nmcluingkan waktunya untuk

memberikan dorongan moril dan perhatiannya kepada penulis hingga

selesainya pembuatan Laporan Pr' “Tenja Maagang.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

10. Rekan - rckan Diploma 111 Perpajakan Angkatan 1996 vang sclalu
mendukung dan memban(u penulisan Laporan Prakick Kerja Magang,

Meskipun penulis telah berusaha sebaik mungkin dalam penulisan I.aporan
Praktek Kerja Magang ini, namun Kketerbatasan kemampuan dan pengetahuan
menyebabkan masih terdapatnya kesalahan dan kekurangan dalam T aporan Praktek
Kerja Magang ini. Oleh Karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang
sifatnya membangun demi penyempurnaan Laporan Prakick Kerja Magang ini.

Akhirnya penulis berharap semoga Laporan Prakick Kerja Magang ini dapat

memberikan manfaat bagi para pembaca dan penulis sendiri.

Jember, Pebruari 2000 Penulis


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

Mot

@gga/a per,[cara cjajx:d Aufangguug di a’u/a-uz

g)‘{a yang memberi kekualan /\:.(epa(/aéu
(é}fiyi 413 )


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

Laporan Prak(ek Kerja Magang ini penulis persembahkan kepada

% Sahabatku yang sangat setia dan yang selalu memberi pertolongan sehingga
Laporan Magang ini terselesaikan.

# Fapa, Mama, Kakak, dan Adik yang selalu berdoa sehingga Laporan Magang ini
terselesaikan. .

W Tutus dan Abdiel yang dengan kepolosannva suka membuat marah dan ketawa.

& Kekasihku vang tercinta, trim's atas doa dan pendampingannya.

vii


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL  Looiniresceitinsccunestenes reass istsiians s sessessesssecesesssotssoseeonns I
HALAMAN PENGESAHAN. o7 ... c0oomninsmesseesesencomsSim i voon oo ssssisesenssese I
KATA PENGANERR = ... . odll B e oo i
HALAMAMIMOTTO 4 .S58 Sl 58 Wy & O Vi
LEMBAR PERSEMBAHAN ..ot Vii
PAFTAR 151 ... o W8 " . il W o Vil
DAFTAR THRDY..... ST ¥ ... oot AN X
DAFTAR LAMPIRENEIE X ... L oo srsmoreasasrsoscentio e T, o Xi
BAB ! PENDAHUGEERRE N...... 0 i i A ]
LE LatailBeIBRONE. ...\ ..o s csvmeoen st onneics sl L I

.2 PermaSalalanl . oo S0 ..\ .4l it sasssatoal o oo 2

1.3 Tujuan dan Kegunaan.........................cooooooiivi 2

1.3 TRNBR i K R ... ....cxscoms oo 2

132  Kepunadiiuue, 400 o0 W S @ AR 3

BAB 11 KERANGKA PEMIKIRAN ... 4
2.1 Pendekatan Normatif ... 4

2. 2 NPeIIOKatan TBON. .......... .. coovmmsssmssnsssorsmmrensisnsmr e o 3

22.1. Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak ... .. . .| 8

222 Fungsi Nomor Poko Wajib Pajak.................. 8

2.2.3.  Sanksi Tidak Mendafiarkan Diri....................... . 8

2.2.4.  Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak ... . 9

BAB I METODE PENELITIAN ... oo 10


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

3.1 Teknik Penelitian..................coooooovoiooioooo 10

3.2 Metode AnalisisData ... )]

3.3 Metode Penarikan Kesimpulan................................. 11

BAB IV PEMBAHASAN L. ]2

4.1 Gambaran Umum KPP Banyuwangi ... . 12

4.).1.  Sejarah Berdirinya KPP Banyuwangi ... ... 12

4.1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi KPP Banyuwangi ........... 12

4.1.3. Struktur Organisasi KPP Banyuwangi................... 13

4.1.4. Uraian Tugas Seksi Tata Usaha Perpajakan............ .. . 14

42 Dt ... S W SN .. . P 15

4380ualies ... oo SN | AT O 16

BABV  KESIMPULAN DAN SARAN. ..o 19

3.1 Kesimpulin, 1. ...t eenncmeosssonesssapbosdns i b ivnin s 19

52 Saralnttl W . it O 19

DAFTAR PUSTARA B . O o it AW Xil
LAMPIRAN


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

to

= U

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR TABEL
Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar ... 14
Wajib Pajak Efektif dan Non Efektif..........oooovrvereoo 14
Prosentase kenaikan dan penurunan Jjumlah WP OPE dan WP OPNE.... 15
Pencrimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orvang Pribadi ...................... 15


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

e

w

DAI'TAR LAMPIRAN

Berita Acara pengusulan Wajib Pajak Non Efektif.

. Berita Acara penelitian / pengamatan terhadap Wajib Pajak Non Efektif,

Petunjuk pengisian Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi atau
Perseorangan.

Bagan Organisasi KPP Banyuwangl

Surat Tugas.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada bulan juli 1997 Indonesia masih tercatat dan di akui berbagai pihak
sebagai salah satu negara yang pﬁling stabil dan paling cepat pertumbuhan
ckonominya di Asia, ternyata fondasinya tidak kokoh. Ilanya bermula dari deprisi
rupial, dari fempo beberapa bulan bangunan perchonomian yang dianggap megah
dan kokoh tersebut porak poranda. Kenyatzan yang kita hadapi dalam beberapa
bulan saja terjadi penurunan nilai tukar rupiah hingga 600 persen lebih. Dan
kenaikan tingkat suku bunga sampai di atas 60-65 persen, adalah suatu kejadian yang,
tidak pernah terpikir dan tidak diperhitungkan oleh para perencana ekonomi kita
selama ini.

Bermula dari hal terebut terjadilah keisis ekonomi yang dampaknya telal
berakibat memperburuk Kondisi perekonomian, meluasnya pengangguran, dan
bertambahnya kemskinan. Dampak krisis ekonomi ini menjalar ke pelosok dacrah,
termasuk daerah Tingkat II Banyuwangzi. Menurut data yang penulis ambil dari
Kantor Badan Penyclenggara Statistik (BPS), bahwa di Kabupaten Tinghat 11
Banyawangi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 1998 scbesar
Rp.3.523.955,44 (dalam juta), ada kenaikan yang cukup tinzgi scbesar 58,339 dari
tahun 1997, Apabi'a di lihat secara parsial untuk masing-masing scktor ckonomi,
maka sektor pertanian sebesar 53.39%, cektor pertambangan dan penggalian scbesar
0.51%6, sektor industri pengolahan sebesar 6,47%, scktor listrik gas dan air minum
sebesar 1,23%, sektor bangunan sebesar 1,019, scktor perdagangan dan restoran
20.81%, scktor pengangkutan dan komwunikasi sebesar 5,80%, scktor keuangan,
persewaan dan jasa perusahaan scbesar 5,62%, scktor jasa-jasa scbesar 5,13%. Disini
sehlor pertanian peranannya masth cukup dominan yaiti sebesar 53,39%. dimana
produksi riilnya senilai Rp. 1.881.443,72 {dalam juta) dengan pertumbuhan scbesar
1,70% yang ditkuti dengan adanya perubahan dalam tingkat harga dengan intlas

sektor pertanian 88 88 Fluktmasi harga pada tabun 1998 didaerah Tingkat 11

1
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Banyuwangi dengan inflasi sebesar 55,69% merupakan gambaran tentang terjadinya
perubahan harga dan fluktuasi harga yang terjadi, akan mempengarui daya beli
konsumen sehingga berakibat terhadap ketidak seimbangan dengan pendapatan.
Dampak krisis ekonomi yang mengakibatkan harga barang-barang tidak
stabil, secara langsung juga berakibat terhadap penghasilan masyarakat. Dimana
penghasilan itu adalah Objek pajak. Oleh karena itu dalam penulisan laporan Praktek
Kerja Magang penulis membahas tentang "Pengaruh Krisis Fkonomi Terhadap
Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Efektif di Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangj"

1.2 Permasalahan

Dari hasil kegiatan magang, penulis menemukan beberapa permasalahan
yang akan dibahas dalam laporan, terutama vang berkaitan dengan “Pengaruh Krisis
Ekonomi Terhadap Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Efektif pada Kantor
Pelayanan Pajak Banyuwangi”. Permasalahan yang timbul adalah apakah krisis
ekonami yang terjadi di Kabupaten Tingkat II Banyuwangi mempengaruhi Jumlah
wajib pajak terdaftar atau mempengarui jumlah wajib pajak Orang Pribadi Efektif,
dan bagaimana perolehan pajak penghasilan pasal 25/29 Orang Pribadi yang diferima
KPP Banyuwangi ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan
1.3.1 Tujuan

Krisis ekonomi yang terjadi, merupakan suatu sejarah yang tidak dapat
dilupakan oleh seluruh rakyat Indonesia, kKhususnya daerah Tingkat 11 Banyuwangi.

Untuk itu dalam penyusunan laporan program magang ini penulis mempunyai tujuan

antara lain :

1. Ingin mengetahui apakah krisis ekonomi yang terjadi di Kabupaten Tingkat 11
Banyuwangi mempengarui jumlah wajib pajek terdaftar atau mempengaruchi
Jumlah wajib pajak Orang Pribadi Efekiif

2. Ingin mengetahui apakah krisis ekonomi yaag terj:'! juoa mempengarui

perolehan pajak penghasilan pasal 25729 Orang Pribadi,
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1.3.2 Kegunaan

Kegunaan yang diharapkan oleh penulis dari penyusunan laporan program

magang ini adalah :

2

Dapat digunakan KPP Banyuwangi sebagai antisipasi untuk tahun-tahun
vang akan datang.

Dapat digunakan referensi untuk menambah wawasan dan pengetahuan
bagi mahasiswa D 111 Perpajakan.

Menerapkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan yang telah diterima di

bangku kuliah.

(U5 )
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II. KERANGKA PEMIKIRAN

o u
i P 5
o | MUK PERPUSTAN Ay
-hu..'?._af U,\" VER'\-'J" > JEA GER
2.1 Pendekatan Normatf o

Ketentuan mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) samula diatur
dalam pasal 2 Undang-ndang Nomor 6 Tahun 1983 dan peratiran pelaksanaanya
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1983 dan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 947 / KMK. 04/ 1983 Seiring dengan berlakunya Undang-undang,
Nomor 9 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983.
Peraturan-peraturan tersebut dicabut melalui Peraturan Pemerintah RI Nomor 43
tahun 1994, Dalam rangka kemudahan dan kecepatan pemberian Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP) kepada Wajib Pajak (WP), pemerintah melalui Deriktorat
Jenderal Pajak mengeluarkan keputusan Nomor KEP-27 / P1.02 / 1995 tanggal 23
marct 1995 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha serta
Tata Cara Pendaflaran Wajib Pajak.

Ketentuan mengenai penentuan Wajib Pajak Non Efekitif diatur dalam Surat
Edaran Nomor SE-14 / P1.9 / 1990 adalah sebagai berikut :

l. Yang termasuk sebagai Wajib Pajak Non Efektif adalah :

a.  Wapb Pajak vang selama 2 (dua) tahun berturut -turut tidak pernah
melakukan  pemenuhan kewajiban  perpajakan, baik berupa melakukan
pembayaran pajak, memasukan surat pemberitahuan masal ataupun syrat
pemberitahuan tahunan,

b.  Wajib Pajak meninggal dunia atau bubar :
= Wajib Pajak Persecorangan yang telah meninggal dunia tetapi belum

diterima pemberitahuan tertulis secara resmi dari ahli warisnva (belum
dilampirkan Surat Keterangan / Akte Kematian).

Wajib Pajak Badan yang telah bubar tetapi belum ada  Akte
Pembubarannya  dari  Instansi yang berwenang atau belum  ada
penyclesaian likuwidasi (bagi badan yar sudali mendapat pengesahan

dari Departemen Kehakiman),
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Wajib P'ajak yang tidak diketahui iagi alamatnya, walaupun sudah dilakukan
pencarian oleh petugas verifikasi atau petugas vang di (unjuk untuk itu.
Wajib Pajak yang secara nyata berasarkan hasil penelitian / pengamatan

tidak menunjukan adanya kegiatan usaha lagi.

Cara Pengusulan untuk menjadi Wajib Pajak Non Efeltif :

d,

d.

Petugas yang melakukan penelitian / pengamatan terhadap Wajib Pajak

tersebut pada butir 1 yakni petugas sub seksi Verifikasi I/ Verifikasi 11 yang

berdasarkan hasil penelitian / pengamatannya menyatakan Wajib Fajak

termasuk sebagai Wajib Pajak Non Efektif harus mengisi " Berita Acara

Pengusulan Wajib Pajak Non Efektif " dengan bentuk seperti lampiran - |

Surat edaran ini. Berita acara tersebut harus disetujui oleh kepala Kantor

Pelayanan Pajak yang bersangkutar.

Berdasarkan Berita Acara tersebut pada butir ( a ) » oleh Kepala Kantor

Pelayanan Pajak dibuat daftar pengusulan Wajib Pajak Non Lfektil untuk

dikirimkan ke Pusat PDIP. Pengiriman daftar Wajib Pajak Non Efektif

tersebut dilakukan setiap tahun sekali, dan paling lambat tanggal 31 Oktober

setiap tahun usulan dimaksud sudah harus diterima di Pusat PDIP.

Berdasarkan daftar usulan Wajib Pajak Non Efektif tersebut pada butir (b)

Pusat PDIP akan memberikan tanda "NE" pada Master File Wajib Pajak.

Dengan demikian Wajib Pajak tetap terdaftar dalam Master File Wajib Pajak

(ctapi sccara sistem tidak turut diperhitungkan schingga -

=» Tidak dikelurkan Surat Tegoran sckalipun Wajb Pajak  tidak
memasukkan Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan
Tahunan.

= Tidak turut diawasi pembayaran masa atau bulanannya dan tidak
dikcluarkan Surat Tegoran Pajak atau sanksi administeasi karena tidak
memasukkan Surat Pemberitahuan.,

> Tidak diperhatikan dalam perhitungan tingkat kepatuhan dan efektifitas
pembayaran pajak Wajib Pajak.

Sclelah usulan Wajib Pajak Non Efektif dari Kantor Pelayanan Pajak

dirckam di Pusat PDIP, maka paling lambat tanggal 1 Desember sctiap talun
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olch Pusat PDIP akan dikcluarkan label dari scluruh Wajib Pajak kecuali
Wajib Pajak "NE" untuk pengiriman Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

Penghasilan.

3. Cara merubah Wajib Pajak Non Efektit menjadi Wajib pajak Etfektit :

it

Apabila kemudian Wajib Pajak menjadi Ffektif atau melakukan salah satu
kewajiban perpajakan vaitu

memasukkan SPT Masa atau SPT Tahunan ;

li

—» melakukan pembayaran pajak ;

=»  diketahui adanya kegiatan usaha dari Wajib Pajak ;

= diketahui alamat Wajib Pajak, khusus bagi Wajib Pajak yang Non
Efcktif karena tidak di ketahui alamatnya. maka Kantor Pelayanan
Pajak dalam hubungan ini petugas Subscksi Pendaftaran Wajib Pajak
harus segera merubah tanda "NE" dalam Master File Lokal Kantor
Pelavanan Pajak. Cara merubah "NE" ini dapat dilakukan olch operator
komputer dengan menggunakan fasilitaas vang sudah disediakan dalam
komputer di seluruh Kantor Pelayanan Pajak.

Untuk melakukan perubahan NE ini tidak perlu harus diberitahukan ke Pusat

PDIP, karena sccara sistem melalaui transfer data hasil perckaman diKantor

Pelayanan Pajak akan langsung merubah Master File Nasional di Pusal

PEAP.

4. Pengawasan Wajib Pajak Non Efektif oleh Kasi TUP/TTUP di Kantor Pelayanan
Pajak :

a.

Tanggung jawab Wajib Pajak yang digolongkan sebagai Wajib Pajak Non
Efekiif scpenuhmya ada pada Kantor Pelayanana Pajak yakni Seksi
TUPATUP. Dalam hal ada kekeliruan dalam pengusulan atau sewaktu
perekaman memberikan tanda "NE" di Pusat PDIP padahal diketahui Wajib
Pajak tick termasuk dalam kriteria tersebut pada butir 1, maka Kantor
Pelayanan Pajak harus segera merubah tanda "NE" tersebut di Kantor

Pclayanan Pajak dengan cara seperti tersebut pada butir 3a.
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Untuk memudahkan bagi Scksi TUD/ITUP dalam mencek kebenaran Wajib

Pajak Non Efektil tersebul, maka paling lambat tanggal 1 April setiap

tahunnya akan dikeluarkan daftar Vajib Pajak Non Efektif per Kantor

Pelayanan Pajak berdasarkan Master File Wajib 'ajak yang akan dikirim

oleh Pusat PDIP ke KPP-KPP.

Catatan :

—» Kepada seluruh Kantor Pelayanan Pajak telah dikirimkan daftar Wajib
Pajak Non Efek(if menurut Master File Nasional per tanggal 1 Juni
1990.

U

Sarana untuk peengecekan Wajib Pajak Efektif antara lain melalui Buku
Tabelaris, Kartu Pengawasan, Laporan PPh. Berkas Penagihan, Buku
Register Pengawasan SPT Tahunan PPh dan lain-lain.

Schubungan dengan tersebut pada butir b, maka diminta perhatiannya

sebagai berikut

~» Supava Saudara teliti kembali kebenaran \WP-WP Non Efektit yang ada
di Kantor Pelayanan Pajak Saudara dengan mencek daftar yang
dikirimkan oleh Pusat PDIP, mana yang benag-benar Wajib Pajak Non
Efcktif sesuai dengan ketentuan pada butir 1.

—  Terhadap Wajib Pajak vang tidak scharusnya Non Efekiif agar Saudara
aktiffan kembali dengan merubah Wajib Pajak Non Efektif menjadi
Wajib Pajak Efektif dcngﬁn cara seperti pada butir 3a.

— Terhadap Wajib Pajak yang benar Non Efcktif dan telah tercantun
dalam dafiar yang diterima oleh Pusat PDIP, tidak perlu dibuat "Berita
Acara Depoueta= Waiik Dajak Non Efeldif " sebagaimana dimaksud
peta punr Za, retapt nendaklah dibuat "Beritz Acara” hasil inventarisasi
Wajib Pajak Non Efektif dimaksud dengan bentuk seperti lampiran -2
Surat Edaran ini.

—+ Hendaklah Saudara melaksanak:n evaluasi terhadap Wajib Pajak Non

Efeltif dimaksud dengan cara sebagaimana disebut pada butir 4a dan

butir 4¢ dengan penul tanggung jawab. Apabila kemudian temyata
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2.2 Pendekatan Teori
2.2.1 Pengertian Nomor Pokok W ajib Pajak (NPWP)

Sebagaimana diatur pada pasal 2 (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983
vang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994
mencgaskan bahwa setiap Wajib Pajak mendaftarkan diri pada Kantor Dircktorat
Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan

Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2.2.2 Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak

Scbagaimana diatur pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 fungsi
Nomor Pokok Wajib Pajak selain dipergunakan untuk mengetahui identitas Wajib
Pajak yang sebenarnya, juga berguna untuk menjaga Ketertiban dan pembayaran
pajak dalam pengawasan administrasi perpajakan. Setiap Wajib Pajak diharuskan
untuk mencantumkan Nomor pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimilikinya apabila

melaksanakan hal-hal yang berkenaan dengan dokumen perpajakan.

2.2.3 Sanksi Tidak Mendattarkan Diri

Scbhagaimana diatur pada pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun
1994 mercka yang dengan sengaja tidak mendaftarkan dirinya atau menggunakan
tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak schingga dapat mengakibathan kerugian
negara, dipidana dengan pidana penjara sclama-lamanya cnam tahun dan denda

schingei-tingginva empal kali jumlah pajak (eretang vang tdak atau kurang dibayar,

2.2.4 Penghapusen Nomor Pokok Wajib Pajak

Penghapusan  Nomor Pokok  Wajib Pajak  (NPWP) adalah  tindakan
menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak dari Master File Wajb Pajak vang ada pada
tata usaha Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor pusat Dirjen Pajak. Penghapusan
Nomor Pokok Wajib Pajak terscbut hanya dilujukan semata-mata untuk kepentingan
tata usaha perpajakan tanpa menghilangkan kewajiban perpajakan yang harus

dilakukan.
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Persvaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan penghapusan Nomor

Pokok Wapib Pajak antara lain ;

BBaei Wajib PPajak meninggal dunia, disyaratkan adanya surat  kercrangan
kematian dart instanst vang berwenang.

Bagi wanita kaowin, disyaratkan dengan adanya surat nikah / akte perkawinan dari
catatan sipil.

Bagi warisan “ang sclesai dibagi, disyaratkan adanya surat pernyataan tenlang
terselesainya viarisan dibagi dari ahlin waris.

Setelah dilakukan tindakan verifikasi lapangan dan hasil verifikasi mermuat

piutang pajak vang tidak dapat atau tidak mungkin dapat ditagih lagi.
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IIl. METODE PENELITIAN

3.1 Teknik Penelitian
1. Observasi
Yaitu dengan melakukan pengamatan sccara langsung kelapangan.
Penclitian ini dilakukan dengan taknik obscrvasi scbagaimana dimaksut
oleh Hadi, (1979):
"Scbagai observasi metode ilmiah dapat diartikan pengamatan dan
pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena vang  diselidiki”,
contohnya pengamatan dengan cara membantu pelaksana Seksi TUP
dalam mendafiar Wajib Pajak dan memberi tanda Non Efektif bagi Wajib

Pajak yang tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

2. Wawancara
Yaitu melakukan tanya jawab dengan aparat pajak mengenai Wajib
Pajak Efektif dengan cara bercakap-cakap berhadapan muka,
sebagaimana yang dimaksut oleh Koentjoroningrat (1983):

3. Dokumentasi

Metode Penelitian yang dilakukan penulis yaitu dengan melihat
dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Wajib Pajak Efckuf,
misalnya data entang jumlah Wajibb Pajak Efchf di Kantor Pelayanin
Pajak Banyuwangi.

4. Kepustakaan
Metode ini dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari literatur
unfuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan anfara lain
Undang-Undang, Peraturan-Peraturan Pemerintah, majalah,  diktat,

catatan dan sumber-sumber yang relevan kKhususnya mengenai Wajib
Pajak Ffektif.

10
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3.2 Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif, yaitu analisis yang
ciperoleh dari interview yang kemudian dituangkan dalam bentuk uraian yang logis
dan sistematis yang selanjutnya dianalisis untuk mencapai kejelasan dari masalah

yang dika

3.3 Metode Penarikan Kesimpulan

Metode yang digunakan adalah metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan
dari umum ke khusus. Dalam hal ini penulis menarik kesimpulan dengan
berdasarkan teori dan pembaliasan yang berkaitan dengan permasalahan yang

diambi! dalam penulisan laporan ini.
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1V. PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum KPP Banvuwangi
4.1.1 Sejarah Berdirinya KPP Banyuwangi

Pada mulanya KPP Banyuwangi merupakan bagian dari Inspcksi Pajak
Jember. Karena memang pada saat itu penerimaan pajak di dacrah Banyuwangoi
belum terlalu besar, akan tetapi karena perkembangan masvarakat dan perckonomian
vang scemakin  pesat, menyebabkan obyek pajak bertambah banyak, hal it
mendorong berdirinya KPP di tiap-tiap Kabupaten.

Berdasarkan  Keputusan  Memtori Keuangan RI No.276/KMK.01,1983,
tangeal 26 Maret 1983 (erbentuklah KPP Banyuwangi (vpe B, maka Kantor Dinas
Tingkat 1I Banynwangi di tingkatkan menjadi KPP Banyuwanei tvpe B. Dengan
Keputusan Menteri Keuangan RI No. 516/KMK.01/1992, tanggal 21 Meci 1992 KPP
Banyuwangi type B dirubah menjadi KPP Banyuwangi type A dan disempumalkan
lagi dengan Keputusan Menteri Kevangan RI No. Kep. 94/KME/01/1994, hal uu
discbabkan bertambahnya potensi penerimaan pajak vang ada di dacrah Banvuwangi

saat int.

4.1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi KPP Banyuwangi

kedudukan KPP Banyuwangi adalih sebagai unsur pelaksana Direktorat
Jenderal Pajak vang berada dibawah naungan dan bertangeuny jawab hepada Kepala
Kantor Wilayah Kantor Pelavanan Pajak yang dipinpin oleh seorang Kepala.

Tugas dari KPP Banvuwangi adalah melaksanakan keeratan operasional
pelavanan perpajakan dibidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai
(PPN, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BN, dan Pajak Tidak Langsung
La‘nnya (PTLL) didalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijaksanaan teknik
vang telah ditctupkan olch Dircktorat Jenderal Pajak.

Adapun [ungsi dari KPP Banyuwangi, antara lain :

j G
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1. Mengumpulkan  dan mengolah data, penyajian informasi perpajakan, penggalian
potensi pajak serta ekstensifikasi Wajib Pajak.

2. Penatausahaan dan pengecekan SPT Tahunan serta berkas tahunan Wajib Pajak.

3. Penatausahaan dan pengecekan SPT. serta pemantauan dan penvusunan 1aporan
Pembayaran vlasa PPh.

4. Ventikasi dan penerapan sanksi perpajakan.

(¥

Pengurusan dan penerbitan SKP.
0. Penyuluhan dan pelayanan konsultasi perpajakan,

7. Pengurusan Tata Usaha dan Rumah Tangga KPP,

4.1.3 Struktur Organisasi KPP Banyuwangi

Struktur organisasi KPP Banyuwangi adalah pinipinan tetinggi dipegang
oleh seorang Kepala KPP selaku penanggung jawab vyang secara fungsional
mempunya kedudukan dibawah naungan dan bertangoung jawab kepada Direktorat
lenderal Pajak serta dibawah lingkungan Departemen Keuangan RI. Berdasarkan
Keputusan Menteri Keuangan RI No. 516 tahun 1992, KPP Banyuwangi termasul,
KPP type A, schingga jalur pembinaanya meliputi satu Subscksi bagian Tata Usaha
vange membawali tiva Kepala Urusan (Kaur), yaitu :
Lo Kaur Tata Usaha din Kepegawaian,

2 saur Keuangan.

fad

Kaur Rumah Tangea.
Adapun Seksi-seksi yang ada di KPP Banyuwangi vang ada saat ini adalah
1. Sckst Pengolaban Data dan Informasi Perpajakan (PDI P), terdirt dari ¢
a. Subschsi Pengolahan Data dan Penyajian Informasi.
b Subsckst Data Masukan dan Date Keluaran.
¢. Subsekst Penggalian Potensi Pajak.
Selst Tata Usaha Perpajakan (T'UP), terdiri dari
& Subscksi Pendaftaran Wajib Pajak.
b.  Subselsi SP'T Tahunan.

¢.  Subscksi Ketetapan dan Kearsipan Wajib Pajak.

-

Seksi Pajak Penghasilan Perscorangan (PPh perscorangan), terdiri dari
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a. Subscksi Pengawasan Pembayaran Masa PP'h perscorangan.

b.  Subscksi Verilikasi PPh Perscorangan.

Scksi Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan), terdiri dari ¢

a.  Subseksi Pengawasan Pembayaran Masa PPh Badan.

b, Subseksi Verifikasi PPh Badan.

Seksi Pemotongan Pajak Penghasilan (P2 PPh), terdiri dari @

4. Subschsi Pengawasan Pembayaran Masa Pemotongan dan Pemungutan
PPh.

b.  Subseksi Verifikasi Pemotongan dan Pemungutan.

Scksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak ‘lidak Langsung Lainnya (PPN dan

PTLL), terdiri dari :

4. Subseksi PPN Industri.

b.  Subseks' PPN perdagangan.

¢.  Subscksi PPN Jasa dan PTLL.

(. Subseksi Verifikasi PPN dan PTLL.

Schsi Penagihan, terdiri dari

a.  Subscksi Tata Usaha piutang Pajak.

b.  Subseksi Penagihan.

Seksi Penerimaan dan Keberatan, terdiri dari

4. Subscksi Penerimaan Pajak dan Restitusi.

b.  Subscksi Rekonsihasi.

¢.  Subsckst Keberatan PPh.

d.  Subseksi Keberatan PPN dan PTLL

4.1.4 Uraian Tugas Scksi Tata usaha Perpajakan

1

(F8]

Adapun tugas-tugas Seksi Tata Usaha Perpajakan KPP Banyuwangi adaiah
Menangani pendaftaran Wajib Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wapb
Pajak.

Menangani SPT Tahunan.
Menerbitkan Surat Teguran kepada Wajib Pajak yang tidak memasukkan SPT

Tahunan.
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4.2 Data

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengaruh krisis ekonomi terhadap
Jumlah Wajib Pajak ferdaflar atau jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Efektif di
Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi, berikut ini disajikan dalam tabel-tabel di
bawal i

Tabel 1 Daltar Tabei Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaltar Di KPP

Banyuwangi
Tahun akbhir | Jumlah WP | Jumlah kenaikan Prosentase | Prosentase
Desember | Orang Pribadi / penurunan | kenaikan / komulatif
terdattar peaurunan

A9 G 036 @l " -7 L dh 0%G ) 100%
1997 10463 -73 0.69%% 99,31%

1998 | 10830 367 | 3,48% 102,79%
19w 12021 1191 11,30% 114.09%

Sumber data Selsi TUP KPP Banyuwangi

Tabel 2 Daftar Tabel Wajib Pajak Efektit dan Non Efektif Di KPP

Banyuwangi
J‘ Kenaikan/ Jumlah Feenaikan T
| Tahun Jumlah Penurunan WP wp |
ih | WP Efektif WP Efektif Non Efektif Non Efcktif |
| 1996 | 5734 - 4802 - _j
11997 | 4743 -991 5720 918 \
| 1998 [ 3464 -1279 7366 | 1646 |
| 1999 | 8821 1057 7500 | 134 /|

Sumber data Seksi TUP KPP Banyuwangi
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Tabel 3

16

Daftar Tabel Prosentase Kenaikan dan Penurunan Jumlah Wajib

Pajak Elektl dan Wajib Pajak Non Efekiaif Di KPP Banyuwangi

E | i Fenaikan' | Jumlah l Kenaikan : Prosentase P Prosentase :
Tabun | Jumlah | Penurunan WP | WP | kenaikan/ | Kenaikan/ |
; . WP E | WPE NE | NE i penurunan : penurunan ‘
.; | = | | | WP E | WP NE |
TN £ S 0 T DS Y N1 1Y
| 1997 | 4743 | 991 | 5720 | 918 | 17, 28% | 19.12% |
L 199% | 3464 1 -1279 ‘HGG ; 1(4& - g 2?2 10““ ‘ 28,719 |
L1999 | 4521 1057 | rDUO | 134 T» 18,43% w 2 79‘%. .

o ' /
ORI e

Tabel 4

‘ll

it Seksi TUP KPP Bamwwangi

Pribadi Di KPP Banyuwangi

Jumlah Penerimaan PPh Ps,

Daftar Tabel Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 2529 Orang

' Tahun Jumlah Wajib Pajak Efektif 25/29 Orang Pribadi i
e | (Rp) .

199 | ' 54 L 273350135 |

1997 | 4743 233.074.808 1

1998 0 oo et | 190576205 |

I‘NU | 452] "?3 0% "/n \

Sumber Jata Seksi TUP KPP Rum’mrangf
4.3 Analisis

Wagib pajah terdaltar adalah wajib pajak yang (elah terdaltar dalam Tata
Usaha suatu Direktorat Jenderal Pajak dan telah diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak
(NDPAYPY. Dari tabel 1 jumlah wajib pajak terdaftar pada tahun 1997 schesar 10463
wajih pajah pada penurunan sebesar 0,69 6 dari tahun 1996, Penurunan ini ferjadi
harcna adanya penghapusan Nomor Pokok Wagib Pajak. Penghapusan NPWP adalah
tindakan menghapuskan NPWP dari Master File wajib pajak vang ada pada tata
usalia Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pusat Derchioral denderal Pajak. Wapnb
Pajak vang Karena pindah tempat tinggal/tempat keudukan dari suatu wilavah Kantor
Pelavanan Pajak fertentu ke wilayvah Kantor Felayanan Pajak lain, NPWP-nya juea
akan dihapus dari tata usaha suatu Kantar Pelayanan Pajak lama. Serta terhadap
wajib pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan yang belum terbagy,

NPWP-nya juga akan dihapus. Dan dengan upava-upaya vang dilakulan Kantor
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Pclavanaan Pajak Banyuwangi mclalui penyuluhan-penyaluhan atau Lerja sama
dengan instansi (erhait baik badan pemerintah atau swasta, schingga jumlah wanb
pajak pada tahun [29% scbesar 10830 mengalami Kenaikan scbesar 3.48 Yo dart (ahun
1997, Peningkatan i merupakan prestasi vang sangat menggembirakan Karena akan
menambah jumlal wajib pajak orang pribadi efektifnya. Wagib pajak vang dalam
tahun pajak memperoleh penghasilan yang melebihi batas Penghasilan Tidak Kenak
Pajak. harus mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak
sclambat-lambatuva  pada  akhic  tahun  pajak  vang bersanghutan  dan harus
menyampatkan Surat Pemberitahuan Tahunan. Wajib pajak vang mendaftarkan diri
wanh menoeisi tormulir pendatiaran wajib pajak. Pengisian dan penandatanganan
Formudir dapat ditakukan oleh wajib pajak sendiri atau orang lain vane diberi kuasa
Khusus

Wajib Pajak Efektif adalah Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya yaitu
menycrahkan Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan, Jumlah
Wajib Pajak pada tahun 1997 sebesar 4743 Wajib Pajak Efektif mengalami
penurunan scbesar 17,28 Yo dari tahun 1996. Jumlah Wajib Pajak Efektif pada tahun
1998 schasar 3464 Wajib Pajak, mengalami penurunan sebesar 22.30 %o dari tahun
1997 Penurunan jumlah Wajib Pajak Efektif ini mengakibatkan kenaikan jumlah
Wajib Pajak Non Bfektf scbesar 28,71 % dan tahun 1997 yang jumlah Wajib Pajak
Non Elcktilnya scbesar 3720 Wajib Pajak Non Efektil. Dengan bertambanya jumlah
Waijib Pajak Non Efektif ini berarti banvak Wajib Pajak vang tidak memenuli
kewajibannya yaitu memasukan Surat Pemberitahuan {ahunan,

Penerimaan Pajak Penghasdan pasal 25/29 Orang Pribach pada tahun 1996
sebasar Rp. 273, 330, 135,- jika dibandingkan dengan tahun 1997 dan (ahun 1998
vang jumlah pajak penghasilannya berturat-turut sebesar Rp. 233. 074, 808,- dan Rp.
190. 635. 295,- maka pada tahun 1998 pencritnaan pajak penghasilan mengalami
penurinan, Penucunan pencrimaan pajak peanghasilan pasal 25,29 Orang Pribadi pada
tahun 1998 ditmbangi dengan penurunan jumilah Wapb Pajak lekuinya.

Dalam analisa diatas menunjukan bahwa krisis ckonomi vang terjadi i
Kabupaten Banyuwangi tidak mempengaruhi jumlah Wajib Pajak Terdaliar | tetapi

mempengaruhi jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Efeltif. Penurunan jumiah Wajib
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Payjak Orang ribadi Efchul yang ditkuti dengan penurunan pencrimaan pajak

penghasilan pasal 25/29 Orang Pribadi menunjukan bahwa pendapatan masyarahal

pada waktu itu menurun.
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Herdasarkan uraran bab - bab sebelumnya. penulis mengambil kesimpulan

sebagai berikut

Krisis ckonomi yang terjadi di Kabupaten Banvuwangi tidak mempengaruhi

jumlah Wajib Pajak Terdaftar, tetapt mempengaruhi jumlah Wajib Pajak Orang

Pribadi LICKUL

Knisis chonomi vang (erjadi di Kabupaten Banyuwangi juga mempengaruin
penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 Orang Pribadi. hal ini dapat dilihat
dari penurunan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Efcektif yvang ditkuti dengan
penurunan penerimann pajak penghasilan pasal 2529 Orang Pribadi yanp

menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat pada wakiu itu menarun,

Saran

Saran vang dapat diberikan penulis adalab sebagai berikut
Peranan pajuk  dalam  perckonomian  sangatlah  penting, apalagr  di saat
menghadapi kiisis ekonomi. Adanya mutu pelayanan yang baik akan membuat
Wajib Pajak memenuhi kewajibannya membayar pajak.
Perlu diadakan penvuluhan vang intensif sehingoa Wajib Pajak akan lebih
mengerti akan kKewajibannva.
Wajib Pajak vang Penghasilannya di dalam kriteria Penghasilan Tidak Kena
Pajak, diharapkan tetap memasukkan SPT sehingga nantinya Wajib Pajak itu

dapat memjadi Wajib Pajak Non Efektif.

19
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Nomor ;: SE-14/P1.9/1990
Tanggal : 15 Juni 1990

BERITA ACARA
PENGUSULAN WAJIB PAJAK NON EFEKTIP

Yany bertanda tangan dibawah ini, telah melakukan pencelitian/pengamatan terhadup Wajib Pajuk ;

Nama

HEWE & Ot e DO, Reg

Alamat

sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-14/PJ.9/1990 tanggal 15 Juni 1990, WP tersebut
adalah “WP NON EFEKTIP" dengan alasan sebagai berikul :

Mengetahui/Menyetujui

.................................. I L -
Kepala Kantor Pelayanan Pajak :

Pejabai/Petugas

AL NIP.
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Nomor : SE-14/1J.9/1990)
Tanggal : 15 Juni 1990

BERITA ACARA
PENELITIAN/PENGAMATAN TERITADAP
WAJIB PAJAK NON EFEKTIP

Berdasarkan hasil pencliian/pengamatan yang telah dilakukan terhadap WP-WP yang iercantum
dalam daftar berikul ini, temyata WP-WP tersebut adalah WP Non Efckiif schagaimana dimaksudkan
dalum butir I Surat Edaran Direkiur - Jenderal Pajak Nomor @ SE-14/P5.9/1990 tangyal 1S Juni 1990,

No. Urut Nama WP NPWP
TR SR N s B o S O, Ny S
Be Dasesnonnemensvisnoa B s e S e (RS e T . Cw R

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenamya dan dengan penuh rasi tanggunyg jawab.

Mengetahui/Menyetujui

............................................... I
Kepaly Kantor Pelayanan Pajuk

Pcjabat/Petuga

0
s
5

NIP. NP, i
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PENUNTUNPENGISIAN s

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAU PERSEORANGAN

(KPU. 1-89)

KETERANGAN UMUM
1. Identitas wajib Pajak
1.1. Nama

1.2, Merek usaha
2. Tanggal Lahir

Alamat/Tempat Tinggal
a. Jalan
b. Kelurahan, RT/RW

o

Kecamatan
Kota/Kabupaten

e

e. Kode Pos
Wajib Pajak LP2P
Status Usaha

Jumlah Cabang Usaha/Nomor :

Cabzng

NPWP Pusat Usaha

8. Jenis Usaha/Pekerjaan

9. Akhir Tahun Buku

i4§.
16,

LAMPIRAN

. Dokumen-dokumen yang

dilampirkan
PERNYATAAN

diisi dengan nama lengkap dengan cara penulisan yang lazim

dilakukan

— nama baptis, gelar/pangkat dan singkatan nama supaya
dicantumkan di belakang.

cukup jelas.

diisi tempat dan tanggal lahir, pada kotak yang tersedia diisi

‘ tanggal lahir : HH BB TT; Contoh : 30 Marct 1988 ditulis
3loo3[8[8]

cukup jelas.
diisi dengan nama kelurahan dan mencantumkan nomor RT
dan RW di mana WP berdomisili.
cukup jelas.
Jika domisilinya di kota kecamatan/kelurahan (kota kecil), agar
ditambah dengan mencantumkan nama Kabupaten.
cukup jelas.
berikan tanda X pada kotak yang dipilih
berikan tanda X pada kotak yang dipilih
- untuk WP yang berstatus Pusat diisi dengan jumlah cabang

perusahaun,
- untuk WP yang bersatus cabang diisi dengan nomor cabung

perusahaan,yang diberikan oleh kantor pusatnya (jika ada).
hanya diisi oleh WP berstatus cabang, diisi dengan NPWP dari
kantor pusatnya.
diisi dengan jenis usaha/pekerjaan sesuai dengan Klassifikasi
Lapangan Usaha Wajib Pajuk yang berlaku.
diisi dengan tanggal dan bulan dar akhir Tahun Buku/akhir
Tahun Pajak
Contoh : - Tahun Buku 1 April s/d. 31 Maret, maka diisi

dalam xotak tersedia @ |3]1 U
- Tahun Pajak 1 Januari s/d. 31 Desember, maka

diisi dalam kotak yang tersedia {31]1]2]

. PERMOHONAN UNTUK DIKUKUHKA;N MENJADI PKP
. Mengajukan Permohonian
untuk dikukuhkan menjadi PKP

berikan tanda X pada kotak yang tersedia.

berikan tanda X pada kotak yang tersedia jika lampiran ada.

Jika yang menanda-tangani permeohonan bukan Wajib Pajak
hendaklah dilampirkan Surat Kuasa dari WP yang bersangkutan,

DIIST OLEH KANTOR PELAYANAN PAJAK

. NPWP yang diberikan
. Kude Cabang (untuk WP

berstatus cabang)

. Kode Wilayah Penagihan

Rade Wiliyah Pemerintahan
Hewgjibon Pajak

cukup jelas.

dalam hal di saw wilayah Kantor Pelayanan Pajak WP
mempunyai lebih dad sat kegistan usaha di lokasi vang
berlainan dan masing-masing terdafiar sebagai WP (scbagai
pusal dan alau schagai cabang usaba) denpgan menggunakan
NPWP yang sama, maka diisi dengan Kode/Nomor Urut Cabang
perusubhaan tersebut, yung diberikan cleh KPP yang
bersangkutan,

diisi dengan kode wilayah penagiban yang akan ditentukan
kemudian.

diisi dengan kode wilayah pemerintahan yang ada.

berikan tandt X pada kotak yang dipilih,
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DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

RANTOR PELAYANAN PAJAK oo, sttt

FORMULIR PENDAFTARAN WAIJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAU PERSEORANGAN

(Pasal 2 UU. Nomor 6 Tahun 1983)

DIISI DENGAN HURUF CETAK NO. FORMULIR ..o,
A.| KETERANGAN UMUM
.| Identitas Wajib Pajak
1.1. Nama
1.2. Merek Dagang/Usaha + OO T T I II I ITIIIT]
Tanggal lahir D:D::D:]
Alamat/iempat tinggal :
8. Jalan T T T T T I I I T I I I TITO
b. Kelurahan RTRW N =aiibbnk A AR "ENESC
¢, dfibantasan ; T I I T I LTI T T I ]
d. Kotw/Kabupaten LJI[[IIIEIIII[][JI[[]
¢. Kode Pos g U:f:[l:]
4.| Wajib Pajak LP2P : Lya [ 2 T O
5.| Suatus Usaha 4 I. Pusat D 2 CabungD 3. Tunggal D
6.1 Jumlah Cabang Usahay/Nomor Cabang : 4, Isteri I:] I:]:]
NPWP Pusat Usaha (untuk Status Cabang) ; O I 13 (I ]
Jenis Usaha/Pekerjaan (I 11
Akhir Tahun Buku [::]ID
B.| PERMOHONAN UNTUK DIKUKUHKAN MENJADI PKP
10{  Mcengajukan permohonan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak 1. Ya [:] 2. TidukD
(Pasal 3 UU No. 8 Tha, 1983, Pasal 5 dan 6 PP.No. 22 Tha. 1985).
C.] LAMPIRAN
1.1, Fotokopi KTP/Kartu Keluarga/PASPOR D
11.2, Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha atau Surat Keterangan lainnya dari Instansi yang [:]
berwenang (Lntuk Orang yang mempunyai usahs),
11.3. Folokopi KarntuNPWP Kantor Pusat (untuk WP berstatus cabang) D
11.4 Surat Kuasa (bagi wajib pajak yang diwakili kuasanya). [:'
D.| PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhinya akan segala akibatnya termasuk sunksi-sanksi sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang (clah saya beritahukan di atas
beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.
Pt 111111 1 L
Pemohon
Numa Jelas

K LBY

LEMUEAIT
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lNO FORMULIR:....conioicmmin

|

DIISI OLEH KANTOR PELAYANAN PAJAK

12]  NPWP yang diberikan : 0] OO (00O 0O
13 Kode Cabang (untuk WP Status Cabang ) : ' 1)
14]  Kode Wilayah Penagihan (1 1]
15 Kode Wilayah Pemerintahan  :  DaerahTk.1 [[]  Dacrah Tk, It 1]
16/ Kewajiban Pajak : - Pajak Penghasilan (Pasal 25/29 UU.PPh. 1984) O
~ Pajak Penghasilan (Pasal 21 UU. PPh. 1984) CJ
- Pajak Penghasilan (Pasal 23/26 UU. PPh. 1984) [
- Pajak Pertambahan Nilai (UU.PPN 1984) O

......................................... VTAngRal e S
A.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

NIP.

LISV -1 LEMEAL .|
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DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK iimenicivrmssmmsemees:

FORMULIR PENDAFTARAN WAIJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAU
(Pasal 2 UU. Nomor 6 Tahun 1983)

PERSEORANGAN

DIISI DENGAN HURUF CETAK NO. FORMULIR ...coovvvirmrenrensinninns
A.| KETERANGAN UMUM
1. | Identitus Wajib Pajak
1.1.Nama
5 DRt (I I T IIII]
2. | Tanggal lahir m
3.1 Alamattempat tnggal 3
a. Jalan 1L tel TG TRIPEY TORS T Yl TAel 1 1 TSCNGE )
b. Kelurahan RTRW  : 1l ol s ] L ™ S T R Y
c. Kecamatan : LT T T T OIS 1At T 1 TN
¢. Kode Pos : D:‘:[:I:]
4.| Waiib Pajak LP2P : Lvya [ 2 Tidak L]
5.| Status Usaha : 1. Pusat (] 2. Cabang[ ] 3. Tunggal ]
6. | Jumlah Cabang Usuha/Nomor Cabang : 4, Isteri ] ]
7.| NPWP Pusat Usaha (untuk Status Cabang) : O L I [ 1 i
8. | Jenis Usuhy/Pekerjuan [:]:]:D
9.1 Akhir Tahun Buku EI:ED
B.| PERMOHONAN UNTUK DIKUKUHKAN MENJADI PKP
10{  Mengajukan permohonan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajuk 1. Ya I:I 2. Tidus{_]
(Pasal 3 UU No. 8 Thn. 1983, Pasal § dan 6 PP.No. 22 Thn. 1985).
(¢ LAMPIRAN
11.1. Fotokopi KTF/Kantu Keluarga/PASPOR [:]
112 Fotokopi Surut lzin Tempat Usaha atau Surat Xeterangan lainnya dun lustinsi yang D
Lerwenang (Untuk Orang yang mempunyai usaha).
113, FolokopiKaruNPWP Kantor Pusat (untuk WP berstatus cabang) D
114 Surat Kuasa (bagi wajib pajak yang diwakili kuasanya). D
D.| PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya wermasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di utas
beserta lunipiran-lanipirannya adilah benar dan lengkap,
SRR . 1L | ROt
Pemohon
Nama Jelas
LSRR -] i -

LEMBAIL - 1
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ND FORMULIR: wviaaa

—
E | DISI OLEH KANTOR PELAYANAN PAJAK
12| NPWP yang diberikan : O OO .o a1
13] Kode Cabang (untuk W? Status Cabang ) : 1]
14]  Kode Wilayah Peragihan : « (BN
15| Kode Wilayah Perierintahan Dacrah Tk. I [[] Daerah Tk. 11 |
16/ Kewajiban Pajak :  — Pajak Penghasilan (Pasal 25/29 UU.PPh. 1984) ]
— Pajak Penghasilan (Pasal 21 UU. PPh. 1984) ]
~ Pajak Penghasilan (Pasal 23/26 UU. PPh, 1984) U]
— Pajak Pertambahan Nilai (UU.PPN 1984) O
T o B 1 L i R,
A.n, Kepala Kantor Pelayanan Pajuk
NIP.
KA 469
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DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK ..ociiiiiiirniininnans

FORMULIR PENDAFTARAN WAIJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAU PERSEORANGAN

(Pasal 2 UU. Nomor 6 Tahun 1983)

DIISI DENGAN HURUF CETAK : NO. FORMULIR .....oroiieneicniiienines
A.| KETERANGAN UMUM
1. | Identitas Wajib Pajak
1.1.Nama ; [
[ ]

1.2. Merek Dagang/Usaha O A e R T
2.| Tanggal lahir ; EEED:D
3 Alamat/tempat tinggal g L

a. Jalan LTl ][Rt [Eei] TSmi] 186 | | | NS ] ||

b. Kelurahan RTRW  : . o O L™ O S Y Y

c. Kecamatan ; NN AR AGEENEN T

d. Kotu/Kabupaten : L]LJ]JLLIJ||!]II]1][]

¢. Kode Pos : DI:D
a.| Wajib Pajak LP2P : Lva L[ 2 Tiex CJ
5.| Status Usaha : 1. Pusat D 2. Cabangm 3. Tunggal O
6. | Jumlah Cabang Usaha/Nomor Cabang : 4, Isteri D [D
7.| NPWP Pusat Usaha (untuk Status Cabang) : ] O 111
8. | Jenis Usaha/Pekerjaan : IR
9. | Akhir Tahun Buku : [D:]ﬂ
B.| PERMOHONAN UNTUK DIKUKUHKAN MENJADI PKP
10J  Mengajukan permohonan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak 1. Ya D 2: 'l'iduk[:]

(Pasal 3 UU No. 8 Thn. 1983, Pasal 5 dan 6 PP.No. 22 Thn. 1985).

C.| LAMPIRAN

11.1. Fotokopi KTP/Kartu Keluarga/PASPOR D

11.2. Fowokopi Surat lzin Tempat Usaha atau Surat Keterangan lainnya dari Instansi yang D

berwenang (Untuk Orang yang mempunyai usaha).

11.3. FowokopiKanuNPWP Kantor Pusat (urtuk WP berstatus cabang) m

114 Surat Kuasa (bagi wajib pajak yang diwakili kuasanya). [:]
D, PERNYATAAN
) Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentan

perundang-undangan yanp berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beriwhukan di atas

beseria lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.
e ol M T 1] R A BT IR e e Ry
Pemohon
Nunahll\ ]
Ri%S -89

LEMEAR - 1
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NOTEORMULIR .oz

'E | DIISI OLEH KANTOR PELAYANAN PAJAK
12] NPWP yang diberikan I JO 1 o O O
13/ Kode Cabang (untuk WP Status Cabang ) : am
14] KodeWilayah Penagihan L1
15 Kode Wilayah Pemerintahan Daerah Tk. 1 [ [ ] Daerzh Tk. I 1]
16/ Kewajiban Pajak : - Pajak Penghasilan (Pasal 25/29 UU.PPh. 1984) (]
— Pajak Penghasilan (Pasal 21 UU. PPh. 1984) ]
~ Pajuk Penghasilan (Pasal 23/26 UU. PPh. 1984) CJ
- Pajak Pertambahan Nilai (UU.PPN 1984) O
......................................... 11 e o | S
A.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
NIP.
KR by
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UNIVERSITAS JEMBLR
FAKULTAS ILMU SOSISAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI D-IIT PERPAJAKAN

JI. Kalimantan - Kampus Tegalbolo, Telp. (0331) 335586 - 431342, Fax. (0331) 431342 Jember 68121

------

Surat Tuoas
Nomer : 1380/PT.32.H4 1°1SIP/17°99

Dekan Fakultas llmu Sosial dan lmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada

nama-nama di bawah ini :

No | Nama NIM Keterangan }
01 Andri Prasctyo 96-1110 Ketua
02 | Ory Dyah Kumala 96-1005 Wakil ketua
03 | Rina Ermaviyati 96-1347 Anggota
04 | Ika Yuliani 96-1012 Anggota
| 05 | Andhun ': Pangestu Bhatara 96-1133 zng;;olu

Untuk mengikuti Program Magang di Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi selama 2
bulan terhitung sejak tanggal 1 Juli 1999 sampai dengan 31 Agustus 1999, Sclama
melaksanakan kegiatan magang diwajibkan mengikuts tata tertib dan disiplin kerja yang

berlaku di tempat magang.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

IL.mbCl, 28 Juni 1999
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